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QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

HUKUM ACARA JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
(Memorandum of understanding between The Goverment of
Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15
Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah
satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam,
dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan
kesamaan di depan hukum;

c. bahwa aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) belum sepenuhnya dapat memenuhi
kebutuhan penegakan hukum jinayat di Aceh;

d. bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 54 Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Hukum Acara
Jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat
diperlukan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk
Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat;

Mengingat...
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Mengingat : 1. Al-Qur’an;

2. Al-Hadits;

3. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5076);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Dengan...
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan
Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas
Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.

7. Mahkamah adalah Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah
Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Agung.

8. Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga
peradilan tingkat pertama.

9. Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat
banding.

10. Mahkamah...
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10. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Mahmakah Agung adalah lembaga peradilan tingkat
kasasi.

11. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
bertugas di Aceh.

12. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Pejabat Polri adalah Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

13. Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah
bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

14. Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH
adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi,
pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat
Islam.

15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana  (KUHAP), yang diberi wewenang oleh Peraturan
Perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap pelanggaran qanun jinayat.

16.Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas
adalah kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan
koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS.

17. Penyelidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah
diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun
untuk melakukan penyelidikan.

18. Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi
wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk
melakukan penyidikan.

19. Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan
syarat kepangkatan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur
dalam Qanun.

20. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
Jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
dan/atau Qanun.

21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi
guna menemukan Tersangka.

22. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk
melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan
putusan hakim mahkamah.
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23. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan
undang-undang.

24. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar’iyah yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang dan/atau Qanun dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah.

25. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa
pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau
Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan dan/atau penuntutan dan/atau peradilan dalam
hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
dan/atau Qanun.

26. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di
tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau
hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.

27. Putusan Mahkamah adalah pernyataan yang diucapkan
Hakim dalam sidang Mahkamah terbuka yang dapat berupa
penjatuhan ‘Uqubat atau bebas atau lepas dari tuntutan
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang dan/atau Qanun.

28. Tersangka adalah orang karena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga
sebagai pelaku Jarimah.

29. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa
dan diadili di sidang mahkamah.

30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan
mahkamah yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

31. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan ia alami sendiri.

32. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk
menerima, memeriksa dan memutuskan perkara jinayat
berdasarkan asas bebas, jujur dan adil dalam sidang
Mahkamah menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
dan/atau Qanun.

33. Permohonan adalah permintaan pelaku Jarimah yang atas
kesadaran sendiri mengakui kesalahan atas Jarimah yang
dilakukan dan meminta kepada Mahkamah Syar’iyah agar ia
dijatuhi ‘Uqubat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang dan/atau Qanun.

34. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang
jarimah dan ’uqubat.

35. Hukum Acara Jinayat adalah hukum Acara yang mengatur
mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran
materil yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayat.

36. Jarimah...


